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PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)
SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMENEP,

bahwa pelaksanaan program penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (battery electric
vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas adalah dalam
rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan
energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan
terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan
ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia
menurunkan emisi gas rumah kaca;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum
Kedua angka 17 huruf a Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu
menyusun Peraturan Bupati dan alokasi anggaran
untuk mendukung percepatan pelaksanaan program
penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas
Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8534) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor b5281) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun
2020 tentang Kendaraan = Tertentu  Dengan
Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Batery Electric
Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
(BATTERY ELECTRIC VEHICLE) SEBAGAI KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN
PERORANGAN DINAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

2. Bupati adalah Bupati Sumenep.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang
dimiliki oleh pemerintah daerah dan merupakan
organisasi yang memiliki status korporat yang
independen, dipimpin oleh dewan direksi yang
ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan
kepemilikan mayoritas publik.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Tidak Bermotor.

8. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang
mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan
energi mekanik sebagai penggerak.

9. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang
selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik
yang digunakan untuk memberi pasokan energi
listrik pada Motor Listrik.

10. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang
selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) adalah kendaraan yang digerakan
dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan
sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara
langsung di kendaraan maupun dari luar.

11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya
untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan
kendaraan dinas operasional.



12. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan
Dinas Pemerintah Kabupaten Sumenep yang
digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil
Bupati.

Pasal 2

Pengaturan Penggunaan KBL Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
rangka pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan
roda 2 (dua) KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan
dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas
pada perangkat daerah dan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis;

b. penggunaan, pengadaan dan pendanaan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS

Pasal 4

(1) KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah
mobil dan sepeda motor yang menggunakan
penggerak motor listrik.

(2) KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan
kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 5

KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGGUNAAN, PENGADAAN DAN PENDANAAN

Pasal 6

(1) Penggunaan KBL berbasis baterai (Battery Electric
Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas dapat
dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau
konversi kendaraan bermotor bakar menjadi
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery
Electric Vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(2)

(5)

Pelaksanaan program penggunaan KBL berbasis
baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan
dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan
dinas menggantikan kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas saat ini.
Penggantian kendaraan dinas operasional dan/atau
kendaraan perorangan dinas saat ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
Pengadaan KBL berbasis baterai (Battery Electric
Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hal perangkat daerah masih membutuhkan
pengadaan kendaraan dinas selain KBL berbasis
baterai (Battery Electric Vehicle), pimpinan perangkat
daerah agar memberikan alasan secara tertulis dan
bukti pendukung kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program
penggunaan KBL berbasis baterai (Battery Electric
Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sekretaris Daerah berwenang untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh
perangkat daerah terkait peningkatan jumlah
penggunaan berbagai jenis KBL berbasis baterai
(Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas
perangkat daerah dan badan usaha milik daerah.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan/atau
sosialisasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk laporan secara
berkala dari masing-masing pimpinan perangkat
daerah dan badan usaha milik daerah terkait
perkembangan penggunaan KBL berbasis baterai
(Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional danl atau kendaraan perorangan dinas
setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan kepada Bupati.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Kendaraan dinas yang ada saat ini selain kendaraan
dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas
jenis KBL berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) masih
tetap digunakan sampai dengan adanya ketentuan lebih
lanjut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP
Ttd.
ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 03 November 2022
Tahun : 2022 Nomor : 87
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014



